
GUBERNUR SUMATERA UIARA

-

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NoMoR 6TnuttNpait
TENTANG

PENGELOLA/IN PENGTNAPAN (M ESS) / PESANGGRAHAN /VrLt_A

PEMERINTAH PROVTNSI SUMATERA UTARA

Menimbang

DENGAN RAI{MAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa untuk kelancaran operasignal Penginapan

(Mess)/Pesanggrahan/Villa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,

diperlukan Adminiskasi Tertib Pengelolaan Penginapan

(Mess)/Pesanggrahan/Villa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang
Pengelolaan Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 -fahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2004

Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4+37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor t2Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844 );

Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2A04 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26,

1.

2.

3.



Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  ft7);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat

Penginapan /Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 9);
Peraturan Daerah Nomor 7 I ahun 2008 tentang OrEanisasi dan

Tata Kerja Seketariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN GUBERNUR TENTAI{G
(M ESS) / PESANGGRAHAN /VILI-A
SUMATERA UTAR,A

PE NG E LOI.A,AT{ PE T{G:IT{APAIII

PEMERINTA}I PROX'INSI

BAE I
KETENTUAN UMT'M

Pasal tr

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah ProvinsiSumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut

azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimakud dalam Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;

5. Dewan Perwakilan Ralqfat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Seketariat
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7.

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Satuan,

Inspektorat, Rumah Sakit Daerah dan Kantor sefta Lembaga lainnya

yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kepala Daeiah adalalr

Gubernur Sumatera Utara, yanE selanjutnya disebut Gubsu;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau nrodal yang merupakan

kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroaru terbatas, perseroan komanditer, perceroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan

dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 'pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politilg atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha

tetap dan berrtuk badan lainnya;

Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa adalah Penginapan

(Mess)/Pesanggnhan/Villa milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

yang dikelola oleh Biro Umum Setdaprovsu;

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut sistem komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;

Retribusi Tempat Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa yang

selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan

penyediaan tempat Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa yang

dimiliki Pemerintah Daerah;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

teftentu;

Masa ReFibusi adalah suatu jangka waKu teftentu yang merupakan

batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat

Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa yang dikelola Pemerintah

Daerah.

BAB II
PENGFIUNI

Pasal 2

(,t.1 Calon Penglruni adalah orang pribadi atau Badan yang rnenggunakan

Tempat Peng ina pan (Mess)/Pesa nggraha n/Vi lla ;
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(2) Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah tempat Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa milik

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikelola Biro Umum

Setdaprovsu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera lJtara illomor 9 Tahun 20A7 tentang Retribusi Tempat

Penginapan/ Pesa nggrahan/Vil la.

Pasal 3

Setiap calon penghuni sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 harus terlebih

dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara C.q.

Kepala Biro Umum Setdaprovsu, untuk diterbitkan Surat Izin Menginap.

Pasal 4

Setiap penghuni wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku sesuai

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9'Tahun 2007 tentang

Retribusi Tem pat Penginapan/Pesanggra ha n/Vil la.

Pasal 5

Setiap penghuni yang menginap wajib check out pukul 12.00 WIB.

BAB III
MASA HUNIAN

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur

berdasarkan jangka waKu, jumlah orang, jumlah kamar dan jenis tempat

yang digunakan.

BAB W

RETRIBUSI PENGINAPAN

Pasal 7

Setiap tamu dikenakan Retribusi penginapan sesuai yang ditetapkan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.



BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Retribusi penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipungut

dengan menggunakan kwitansi yang telah ditetapkan melalui Pengurus

Penginapan (Mess)/Pesang grahan/Vi lla Pemerintah Provi nsi Sumatera Utara.

BAB VI

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 9

(1) Retribusi yang diterima dari tamu dicatat oleh Pengurus Penginapan

( Mess)/Pesanggra han/Vila d i Lapora n Bu la nan ;

(2) Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa wajib mengisi Buku Tamu dan

ditanda tangani oleh tamu;

(3) Penyetoran dilakukan oleh Pengurus Penginapan

(Mess)/Pesanggrahan/Villa kepada Bendahara Penerima di Biro Umum

sebulan sekali pada awal bulan, dan oleh Bendahara Penerima

selanjutnya disetor ke Kas Daerah;

(4) Pada waKu penyetoran, P€ngurus Penginapan

(Mess)/Pesanggrahan/Villa melampirkan Laboran Bulanan dan Pertinggal

Kwitansi.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBIT,SAN| RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

diajukan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara;

(2) Pengurangan, keringanan pembayaran retribusi maksimal sebesar 50o/o

dari ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat

Penginapan/PesanE g raha n/Vil la.



BAB VIII
KETENTUAN PEI{UTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal


